PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS DALAM PERALIHAN HAK
AKUN ATAS KEBENDAAN DIGITAL TANPA DOKUMEN PEWARISAN
FORMAL

(Studi Akun Youtube Fera Queen)

SKRIPSI
OLEH:

Akhmad Khoirun Ni’am

200202110031

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS DALAM PERALIHAN HAK
AKUN ATAS KEBENDAAN DIGITAL TANPA DOKUMEN PEWARISAN
FORMAL

(Studi Akun Youtube Fera Queen)

SKRIPSI
OLEH:

Akhmad Khoirun Ni’am

200202110031

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025



PERNYATAAN KEASLIAN S

ATAS KEBENDAAN DIGITAL T
) (Studi Akun Youtube Fera

dapat dipertanggungjaws
pakanthasa
maka Skripsi s

il



- HAK AKUN ATAS KEBENDAAN DIGITAL T

(Studi Akun Youtube Fera Qu:

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi terseb
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan |

s

EX

e
.

iv



BUKTI KONSULTASI

Nama : Akhmad Khoirun Ni’am
~ NIM :200202110031
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BA

DIGITAL TANPA AKTA OTENTIK
(Studi Akun Youtube Fera Queen)
5
|No Hari/Tanggal Materi sultasi Paraf
1. | Selasa/l1 Juni 2024 Revisi judul dan rumusar ~——i
2. | Jum’at/14 Juni 2024 Revisi metode penelitian —
3. | Senin/17 Juni 2024 Revisi kerangka teori E,
4 | Rabu/ll September 2024 | Acc Proposal [ —
5. | Sclasa r 2024 | Revisi Proposal i .
6. | Jum’ 025 | Revisi Bab 3 i =
7. | Se Revisi Bab 3 i -
g, [RevisiBab4
9, RevisiBab5
10, \cc Bab I-Bab5
5N b ? -
4






MOTTO

“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang

lain, dan hanya kepada Tuhan mu lah hendaknya kamu berharap”.

(Qs. Al-Insyirah: 6-8)
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak
terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing
ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi
khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi
sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of
Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab Indonesia Arab Indonesia
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Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan
menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti a, T dan @. (3 ,¢ ,)). Bunyi hidup
dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti
layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta’ marbutah dan berfungsi sebagai sifat
atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai

mudaf ditransliterasikan dengan “at”.
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ABSTRAK

Akhmad Khoirun Ni’am, NIM 200202110031, 2025. Perlindungan Hukum Bagi
Ahli Waris Dalam Peralihan Hak Akun Atas Kebendaan Digital
Tanpa Dokumen Pewarisan Formal Studi Akun Youtube Fera Queen.
Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Khoirul
Hidayah, M.H.

Kata Kunci : Pewarisan, Akun YouTube, Hak Cipta.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta secara otomatis
berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diatur oleh undang-undang. Youtube
adalah salah satu bentuk objek waris non fisik karena mengandung nilai ekonomis
serta dapat dialihkan melalui jalur kewarisan. Permintaan akses terhadap akun
orang yang telah meninggal tidak serta merta selalu diterima oleh pihak Youtube,
sebab ada hal-hal tertentu yang mesti dipertimbangkan. Terdapat kontra
kepentingan antara akun youtube sebagai hak ahli waris dengan keamanan privasi
dari pemilik akun yang ingin dijaga penyedia layanan jasa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan
menggunakan pendekatan penelitian sosiologis hukum. Sumber data diperoleh
langsung dari narasumber. Bahan pendukung sebagai penunjang dalam
menjelaskan penelitian ini berasal dari bahan primer yang berasal dari wawancara
dan bahan sekunder diperoleh dari perundang-undangan, buku, jurnal, hasil
penelitian berbentuk laporan yang berkaitan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses peralihan hak sangat
bergantung pada inisiatif ahli waris untuk mencari tau dan mengikuti kebijakan
platform. Pembuktian legalitas ahli waris melalui dokumen fisik (akta kematian,
surat waris) dan bukti digital (email, nomor telepon) menjadi kunci bagi YouTube
untuk memberikan akses penuh. Pewarisan hak cipta yang melekat pada konten
YouTube diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
khususnya Pasal 16 ayat (2). Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa
akun YouTube dapat dianggap sebagai objek waris jika memenuhi kriteria nilai
ekonomi, dapat dipindahkan kepemilikannya, dan ada kejelasan kepemilikan serta
hak. KHI Pasal 183 memungkinkan kesepakatan perdamaian di antara ahli waris
untuk pembagian akun YouTube dan hak ekonominya (royalti), dan jika tidak
tercapai kesepakatan, masalah dapat diajukan ke pengadilan.
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ABSTRACT

Akhmad Khoirun Ni'am, NIM 200202110031, 2025. Legal Protection for Heirs
in the Transfer of Account Rights to Digital Assets Without Formal
Inheritance Documents Study of Fera Queen's Youtube Account.
Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim
State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: Inheritance, YouTube Account, Copyright.

Copyright is an exclusive right that the creator has automatically based on
declarative principles after the work is regulated by law. Youtube is a form of non-
physical inheritance object because it contains economic value and can be
transferred through the inheritance route. Requests for access to the accounts of
deceased people are not always accepted by Youtube, because there are certain
things that must be considered. There is a counter-interest between the youtube
account as the right of the heir and the privacy security of the account owner who
wants to be maintained by the service provider.

This study uses a type of empirical juridical research using a legal
sociological research approach. The data source was obtained directly from the
source. Supporting materials as support in explaining this research come from
primary materials derived from interviews and secondary materials obtained from
legislation, books, journals, research results in the form of reports related to this
research.

The results of the study show that the process of transferring rights is highly
dependent on the initiative of the heirs to find out and follow the platform's policies.
Proving the legality of the heirs through physical documents (death certificates,
inheritances) and digital evidence (email, phone number) is key for YouTube to
provide full access. Copyright inheritance attached to YouTube content is regulated
in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, especially Article 16 paragraph
(2). The Compilation of Islamic Law (KHI) states that a YouTube account can be
considered an object of inheritance if it meets the criteria of economic value, can
be transferred ownership, and there is clarity of ownership and rights. KHI Article
183 allows for a peace agreement between heirs for the sharing of YouTube
accounts and their economic rights (royalties), and if no agreement is reached, the
matter can be taken to court.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menghadapi era digital yang semakin berkembang, media
sosial telah mengambil peran sentral yang mengubah paradigma ekspresi
dan interaksi masyarakat modern, tak terkecuali di Indonesia. digital ini
telah menghasilkan pergeseran besar dalam cara kita berkomunikasi dan
berinteraksi, mengubah lanskap komunikasi menjadi lebih dinamis,
inklusif, dan seketika.

Manusia memiliki kapasitas berpikir atau akal yang lebih unggul
dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Dengan kemampuan berpikir
ini, manusia mampu menciptakan karya atau penemuan baru sebagai hasil
dari proses berpikir mereka, dan dari karya tersebut timbul hak yang dikenal
sebagai hak cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), “Hak cipta adalah hak eksklusif
yang dimiliki oleh pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif
setelah ciptaan diatur oleh undang-undang.”"

Pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaan mereka, atau memberikan izin
untuk itu, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan

oleh hukum yang berlaku. Berbeda dari jenis Hak Kekayaan Intelektual

! Tim Fisi Yustisia, Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendafiar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan
Sengketa, Jakarta: Visimedia, 2015, hlm 1.



lainnya yang mengikuti prinsip First to File, hak cipta mengikuti prinsip
deklaratif, yang berarti untuk memperoleh perlindungan hukum atas karya
tersebut, pencipta harus mengumumkan dan/atau mendaftarkan ciptaannya
ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementrian Hukum dan
HAM. Dalam arti luas, kepemilikan suatu karya cipta tidak ditentukan
dengan adanya registrasi karena karya cipta tersebut sudah mendapatkan
perlindungan sejak pertama kali diumumkan, secara khusus di Indonesia
diselenggarakan mekanisme Pendaftaran Hak Cipta.’

Hak cipta adalah hak eksklusif yang mencakup dua aspek utama,
yaitu hak moral dan hak ekonomi, yang mencerminkan kepentingan pribadi
dan sosial. Pasal 4 UUHC menyebutkan bahwa hak eksklusif meliputi kedua
jenis hak tersebut. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan
finansial dari ciptaan, yang berarti pencipta dan pemegang hak cipta dapat
meraih keuntungan ekonomi dari karya mereka. Ketentuan mengenai hak
ekonomi diatur dalam Pasal 8§ UUHC. Sebaliknya, hak moral adalah hak
yang melekat pada pencipta atau penemu dan tidak dapat dihapuskan atau
dihilangkan tanpa alasan yang sah. Hak ini tetap melekat pada pencipta
meskipun hak cipta telah dialihkan. Hak moral diatur dalam Pasal 5 UUHC.

Dalam hak cipta, terdapat dua unsur yaitu hak ekonomi dan hak
moral. Hak ekonomi dapat dialihkan atau dipindahkan kepada orang lain,

sedangkan hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta dan tetap melekat

2 Suyud Margono, “Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Faedah Pendaftaran
Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali”, Fakultas Hukum Universitas
Tarumanegara dan Magister [lmu Hukum Universitas Mpu Tantular dan Universitas Parahyangan,
Jurnal RechtsVinding, Vol.1 No.2 2012, hlm 239.



pada diri mereka. Hak ekonomi dari suatu ciptaan tetap berada pada
pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali jika hak tersebut dialihkan
kepada penerima hak cipta. Hak cipta berfungsi sebagai perlindungan
terhadap ide atau hasil pemikiran manusia yang diwujudkan dalam bentuk
nyata, seperti video yang diunggah ke situs YouTube.

Youtube jika ditinjau dari sudut pandang hukum perdata, dapat
dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Pasal 499 KUH
Perdata menjelaskan bahwa “kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap
hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Kedudukan Youtube sebagai benda
bergerak diperoleh berdasarkan sifatnya sedangkan Youtube sebagai benda
yang tidak berwujud dikarenakan tidak dapat diraba secara fisik dan
merupakan hasil dari pikiran seseorang. Perpaduan antara konten yang
dihasilkan oleh akun Youtube sebagai benda beserta hak yang melekat
padanya berupa hak milik dan bernilai komersial menjadikan akun Y outube
tersebut sebagai salah satu bentuk harta kekayaan yang dapat dilindungi dan
dialihkan secara hukum, termasuk diwariskan.

Hak ekonomi dalam hak cipta memberikan kesempatan bagi
pencipta untuk meraih keuntungan dari karya mereka. Namun, masih ada
pihak-pihak yang berusaha memperoleh keuntungan secara ilegal dari karya
orang lain, dengan cara menyalin, memindahkan, atau mengkomersialkan
karya tersebut tanpa izin. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan

secara material, tetapi juga menghambat kemajuan seni, teknologi, dan



budaya, karena para pencipta tidak lagi termotivasi untuk mengembangkan
inovasi mereka.?

Salah satu situs yang sangat populer di internet saat ini adalah
YouTube. Diluncurkan pada tahun 2005, YouTube memungkinkan
pengguna untuk menonton berbagai jenis video. Sebagai situs berbagi video
yang dimiliki oleh Google Inc., YouTube menawarkan koleksi video yang
sangat luas, memudahkan masyarakat untuk menemukan video yang
mereka inginkan. Selain menonton video yang sudah ada, pengguna juga
dapat mengunggah video mereka sendiri. YouTube juga berfungsi sebagai
platform untuk mendengarkan berbagai jenis musik dan lagu dari seluruh
dunia.

Banyak video di YouTube dapat diakses secara gratis dengan
koneksi internet. Pengguna dapat menikmati berbagai macam video, mulai
dari video amatir yang diunggah oleh pengguna individu hingga video
musik dari produsen industri musik global. Pengunggah video di YouTube,
yang sering disebut sebagai "youtuber," biasanya membagikan berbagai
jenis konten yang mereka buat, termasuk konten musik, memasak, dan

kehidupan sehari-hari.*

3 Annisa Siregar, Skripsi: Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Video Bagi Pencipta
Video Yang Dotayangkan Di Stasiun Televisi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm 9.

4 Bernard Realino Danu Kristianto dan Rustono Farady Marta, “Monetisasi Dalamm Strategi
Komunikasi Lintas Budaya Bayu Skak Melalui Video Blog YouTube”, Jurnal Lugas Vol. 3 No.1,
2019, hlm. 45.



Platform video milik Google ini belakangan sangat populer karena
menawarkan peluang yang cukup menguntungkan. Banyak kreator konten
telah berhasil menghasilkan pendapatan yang sangat besar dari YouTube.

Video yang akan diunggah ke YouTube merupakan hasil dari ide
dan kreativitas pribadi. Dengan kekayaan intelektual, seseorang dapat
menciptakan sesuatu yang memiliki nilai unik. Kekayaan intelektual adalah
bentuk kreativitas yang dihasilkan dari proses berpikir manusia untuk
memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Hasil dari
pemikiran intelektual merupakan aspek penting yang harus diperhatikan
karena memiliki nilai ekonomis. Individu dengan ide dan gagasan yang
inovatif dapat melindungi ide mereka dan mencegah pihak lain
menggunakannya tanpa izin.’

Salah satu contoh kasus yang akan penulis bahas mengenai akun
youtube yang sudah menghasilkan uang tetapi pemiliknya sudah meninggal
lalu akun youtube tersebut diwariskan kepada ahli warisnya seperti Akun
Youtube Fera Queen.b

Menurut para ahli, hukum waris pada dasarnya adalah peraturan
yang mengatur transfer kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia
kepada satu atau beberapa orang lainnya. Secara umum, hukum waris

mencakup aturan-aturan mengenai dampak hukum dari kematian seseorang

terhadap harta kekayaan yang ada, yaitu bagaimana kekayaan si pewaris

5 Kholis Roisah, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Malang: Setara Press,2015, hlm. 2

6 htt

s://hot.detik.com/music/d-4977724/profil-fera-queen-youtuber-dari-kuningan-yang-

meninggal-dunia, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024.
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berpindah dan konsekuensi hukum dari perpindahan tersebut bagi para ahli
waris, baik di antara mereka sendiri maupun dalam hubungannya dengan
pihak ketiga.” Berdasarkan definisi ini, pembahasan mengenai pewarisan
akan muncul jika:

1. Ada seseorang yang meninggal;

2. Ada harta yang ditinggalkan;

3. Ada ahli waris yang akan menerima harta tersebut.

Dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, pengaturan mengenai harta
yang ditinggalkan diatur dalam Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Berdasarkan peraturan tersebut, ketika seseorang meninggal, harta
yang ditinggalkan akan menjadi warisan. Warisan ini meliputi seluruh
kekayaan, baik aktiva maupun pasiva dari si pewaris, yang berpindah
kepada para ahli waris.® Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam hal kematian,
bukan hanya harta benda yang diwariskan, tetapi juga utang-utang, karena
hukum akan menyebar kepada ahli waris. Selain itu, hubungan hukum
tertentu yang memiliki nilai ekonomi, namun bersifat sangat pribadi dan
tidak dapat diwariskan, tidak termasuk dalam hak dan kewajiban yang dapat
diwariskan.

Permasalahan dalam pewarisan benda digital, khususnya akun-akun

online, muncul karena sifat unik dari masing-masing akun yang diatur oleh

7. Satrio, Hukum Waris, Bandung: Penerbit Alumni, 1992, Him. 8

8 A. Pitlo, Hukum Waris Jilid 2, di alihbahasakan oleh M. Isa Arief, Jakarta: PT Intermasa, 1991,
Hlm. 141.



kebijakan penyedia layanan. Setiap penyedia layanan memiliki peraturan
yang berbeda, seperti Terms of Service, End User License Agreement, atau
Privacy Policy. Keunikan ini dapat menyebabkan berbagai tantangan,
terutama dalam hal pewarisan, karena penyedia layanan seringkali berusaha
melindungi privasi pemilik akun, sementara ahli waris berusaha menuntut
hak mereka.’

Sebagai contoh, Steam, platform layanan permainan daring,
melarang transfer akun kepada orang lain, termasuk melalui warisan,
kecuali jika diizinkan oleh Steam. Meskipun secara praktis seseorang
mungkin memberikan rincian akses akun kepada orang lain, hal ini tidak
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akun tersebut tidak terikat
secara hukum dengan identitas pribadi pemiliknya, yang hanya dapat
dihubungkan dengan email yang digunakan untuk mendaftar. Dalam
konteks lain, seperti pada platform video daring seperti YouTube, akun
pengguna juga memiliki nilai kekayaan tersendiri.

Dalam kasus akun YouTube Fera Queen mengenai perlindungan
hukum dan mekanisme peralihan hak waris atas aset digital yang bernilai
ekonomi, khususnya akun YouTube, tanpa adanya akta otentik atau tanpa
dokumen pewarisan formal (wasiat digital) dari pemilik yang telah
meninggal. Isu utamanya adalah perlunya pengakuan hukum bahwa akun

YouTube, beserta konten dan hasil monetisasinya adalah kebendaan digital

° https://www.eurogamer.net/articles/2017-10-06-what-happens-to-your-steam-account-when-you-
die, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024.
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atau benda bergerak tidak berwujud yang mengandung nilai ekonomi dan
dapat diwariskan. Terdapat pertentangan antara hak ahli waris untuk
mengakses dan mengelola harta warisan dengan kebijakan penyedia
layanan (YouTube) yang berusaha melindungi privasi pemilik akun yang
meninggal. Proses peralihan hak ini sangat bergantung pada inisiatif ahli
waris untuk mencari tahu dan mengikuti prosedur platform. Karena pemilik
akun tidak meninggalkan akta otentik (seperti wasiat), ahli waris harus
membuktikan legalitas mereka kepada YouTube melalui dokumen fisik
resmi (akta kematian, surat waris) dan bukti digital (email dan nomor tel
pon). Hal ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hukum bagi ahli
waris dan menentukan bagaimana hak ekonomi (royalti) dari akun tersebut
dapat dibagi sesuai Hukum Positif (UU Hak Cipta) dan Hukum Islam
(Kompilasi Hukum Islam). Mewariskan akun Youtube tersebut
dimungkinkan oleh pihak Youtube melalui mengisi formulir yang terdapat
padahttps://support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590?visit _id

=63718283544029 4824-4256508408&hl=en&rd=2#ts=6357586.

Hanya saja, terhadap formulir tersebut tetap akan menjadi keputusan
dari pihak Youtube untuk memberikan akses atau tidak, walaupun dalam
pengisian formulir tersebut sudah disertakan surat kematian dari pemilik
akun. Berdasarkan pada penjabaran singkat atas beberapa bentuk penyedia
jasa layanan di atas, maka dapat terlihat bahwa terdapat kebutuhan atas

pewarisan dari berbagai jenis akun yang disediakan. Diharapkan dengan



melakukan penelitian ini, dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan
permasalahan yang muncul atas pewarisan dari sebuah akun.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis
tertarik untuk menganalisisnya dalam bentuk skripsi dengan judul
“Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Dalam Peralihan Hak Akun
Atas Kebendaan Digital Tanpa Dokumen Pewarisan Fromal (Studi

AKkun Youtube Fera Queen).”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang
sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalahnya sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik proses peralihan hak akun atas kebendaan melalui
pewarisan pada akun Youtube Fera Queen ditinjau menurut hukum
positif di Indonesia?

2. Bagaimana praktik proses peralihan hak akun atas kebendaan melalui
pewarisan pada akun Youtube Fera Queen ditinjau menurut Hukum
Islam?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis mengenai praktik proses peralihan hak akun atas
kebendaan melalui pewarisan pada akun Youtube Fera Queen ditinjau

menurut hukum positif di Indonesia.



2. Menganalisis praktik proses peralihan hak akun atas kebendaan melalui
pewarisan pada akun Youtube Fera Queen ditinjau menurut Hukum
Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Kontribusi Teoretis terhadap Hukum Digital: Penelitian ini
memberikan sumbangan signifikan terhadap pemahaman hukum
digital dan permasalahan hukum yang muncul dalam konteks
Teknologi Informasi. Melalui analisis mendalam terhadap regulasi
UUHC dan UUD 1945, penelitian ini dapat membuka wawasan baru
terkait batasan hukum dalam era digital yang semakin rumit.

b. Pengembangan Perspektif Hukum: Penelitian ini membantu
dalam pengembangan dan pengayaan perspektif hukum terkait
Mekanisme Pewarisan dan Peralihan Akun Atas Kebendaan Digital
berupa akun Youtube. Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi
pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap
perubahan teknologi dan dinamika ekspresi digital.

c. Pengkajian Konstitusionalitas: Melalui analisis terhadap dampak
perlindungan hukum dalam kerangka UUHC dan UUD 1945,
penelitian ini berkontribusi pada diskusi konstitusionalitas regulasi
yang berpengaruh terhadap Mekanisme Pewarisan dan Peralihan
Akun Atas Kebendaan Digital berupa akun Youtube.

2. Manfaat Praktis
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a. Pengembangan Kebijakan Publik: Temuan dari penelitian ini
dapat menjadi dasar bagi penyusunan atau penyempurnaan
kebijakan publik terkait kebendaan digital. Ini membantu
pemerintah dalam menghasilkan regulasi yang lebih efektif dan
sesuai dengan dinamika lingkungan digital.

b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Penelitian ini memiliki
potensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait batasan
dan Mekanisme Pewarisan dan Peralihan Akun Atas Kebendaan
Digital berupa akun Youtube. Ini akan membantu individu dalam
memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam berpartisipasi

dalam digital.

E. Definisi Operasional

1.

Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan dari
pewaris yang telah meninggal dunia.

Akta Otentik

Akta otentik adalah akta atau dokumen yang dibuat sesuai dengan
ketentuan undang-undang oleh pejabat umum yang berwenang.

Benda Digital

Benda Digital adalah segala bentuk informasi atau data yang ada dan
dapat digunakan dalam format digital, serta memiliki nilai atau fungsi

tertentu dalam konteks dunia digital. Benda digital tidak memiliki
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bentuk fisik, tetapi dapat diakses, dikelola, dan dipindahkan melalui

teknologi komputer dan internet.

4. Pewarisan Akun Digital

Proses hukum dan administratif di mana hak akses dan kepemilikan
akun digital, seperti akun YouTube, diteruskan dari pemilik asli kepada
ahli waris atau penerima yang sah setelah pemilik tersebut meninggal
dunia. Pewarisan ini melibatkan langkah-langkah seperti verifikasi
identitas, pemenuhan persyaratan hukum, dan transfer data serta hak-

hak terkait akun.

5. Peralihan Akun Digital
Proses pengalihan kepemilikan dan hak akses akun digital yang
dilakukan oleh pemilik akun kepada pihak lain, baik karena alasan
pribadi, profesional, atau kebutuhan lainnya. Ini mencakup perubahan
informasi pemilik akun, pengaturan ulang akses, dan transfer konten
serta hak-hak administratif dari pemilik lama ke pemilik baru.

6. Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada
subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat
preventif maupun yang bersifat represif.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran

umum penelitian skripsi agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis
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dan terfokus sesuai topik pembahasan. Hasil penelitian ini terdiri atas lima
bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, Pada bab ini berisikan yang didalamnya
memuat latar belakang yang akan menggambarkan alasan penulis
mengangkat judul yang diteliti, rumusan masalah yang akan menguraikan
permasalahan yang akan diteliti, dan nantinya akan dicarikan jawaban
melalui tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian. Selanjutnya
akan dijelaskan manfaat dari penelitian yang akan diperoleh dalam
penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, kemudian definisi
operasional yang menguraikan beberapa definisi agar lebih mudah untuk
dipahami maksudnya, dan selanjutnya berisi tentang sistematika
pembahasan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka, Bab ini berisikan tinjauan umum yang
didalamnya memuat penelitian terdahulu dan kerangka teori, bersumber
dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian-penelitian terdahulu serta sumber
yang relevan yang dapat mendukung penelitian terkait Perlindungan Hukum
Bagi Ahli Waris Dalam Peralihan Hak Akun Atas Kebendaan Digital Tanpa
Akta Otentik.

Bab 3 Metode penelitian, Dalam bab ini penulis akan menjelaskan
yang didalamnya memuat pendekatan dan jenis penelitian, dilengkapi
dengan tempat kemudian sumber data dan cara mengumpulkan data serta

metode pengolahan data penelitian terkait Perlindungan Hukum Bagi Ahli

13



Waris Dalam Peralihan Hak Akun Atas Kebendaan Digital Tanpa Akta
Otentik.

Bab 4 Pembahasan dan Analisis Data, pada bab ini akan
menjelaskan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil
wawancara, kepustakaan yang kemudian akan dianalisis dari data primer
dan data sekunder untuk menjawab rumusan masalah.

Bab 5 Penutup, Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari
pembahasan bab-bab yang telah dibahas sebelumnya serta memberikan
saran-saran terhadap beberapa kekurangan yang harus diperbaiki yang

berkaitan dengan rumusan masalah.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berisi tentang penelitian-penelitian yang

sebelumnya pernah dilakukan, pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan

dan persamaan metode-metode dan mempunyai keterkaitan dengan

permasalahan yang akan penulis teliti guna menghindari duplikasi,

beberapa penelitian diuraikan sebagai berikut:

1.

Penelitian oleh Zaeni Mahmud, mahasiswa pascasarjana UIN Sunan
Kalijjaga Yogyakarta prodi Ilmu Syari“ah, dengan judul Tesis
“Kedudukan Youtube dan Hasil Youtuber Sebagai Harta Peninggalan
Menurut Hukum Kewarisan”. Tesis tersebut mengkaji tentang bisa
tidaknya Youtube dan royaltinya diwariskan menurut kewarisan Islam
dan kewarisan perdata. Jenis penelitiannya yakni penelitian hukum
normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, Youtube dan
penghasilan Youtuber sebagai harta benda dapat dipindahkan
kepemilikannya melalui warisan baik dilihat dari hukum Islam ataupun
hukum perdata. Hukum Islam mengkategorikannya sebagai harta/mal
berdasarkan pengqiyasan dengan buku dan hak cipta. Hukum perdata
mengkategorikan Youtube sebagai objek dari hak cipta. Penghasilan
Youtuber, berdasarkan sifatnya dapat dipindahtangankan dan menurut
undang-undang hasil Youtuber merupakan kekayaan intelektual.

Persamaan penelitian Zaeni Mahmud dengan penelitian ini, yakni
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samasama membahas kewarisan Youtube. Perbedaanya penelitian
Zaeni Mahmud berfokus pada kedudukan dari Youtube dan penghasilan
Youtuber sebagai harta waris sedangkan penelitian ini berfokus pada
mekanisme pembagian royalti akun Youtube monetisasi kepada ahli
waris

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dairobi, mahasiswa pascasarjana IAIN
Antasari Banjarmasin prodi Filsafat Hukum Islam, dengan judul tesis
“Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (hak cipta) Sebagai Harta
Peninggalan Waris Dalam Perspektif Hukum Islam”. Tesis tersebut
mengkaji tentang kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai harta
peninggalan waris menurut hukum Islam dan kriteria yang harus
diperhatikan dalam pengklasifikasiannya. Penelitian tersebut termasuk
pada penelitian hukum normatif yuridis dengan menggunakan analisis
deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa,
dalam pandangan jumhur ulama selama itu merupakan peninggalan si
mayit baik bentuknya benda maupun hak yang mengandung sifat
kebendaan yang bernilai manfaat, bisa disebut sebagai obyek akad serta
dapat diwakafkan dan diwariskan. Kriteria HKI yang bisa diwariskan
pertama, haknya bersifat kebendaan, kedua, mempunyai nilai guna,
ketiga, milik penuh gabungan atau pribadi, keempat, bisa melengkapi

hajat manusia, kelima, punya lisensi legal.!® Persamaan penelitian

19 Dairobi Dairobi, “Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Harta Peninggalan
Waris Dalam Perspektif Hukum Islam” (Masters Thesis, UIN Antasari Banjarmasin, 2016),
https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/6594.
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Dairobi dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas kewarisan
dari hak kekayaan non fisik. Perbedaannya penelitian tersebut mengkayji
tentang kedudukan waris HKI dalam tinjauan hukum Islam sedangkan
penelitian ini mengkaji salah satu produk HKI yaitu konten Youtube
dalam tinjauan hukum positif beserta mekanisme pembagian royaltinya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Hamsidar dengan judul “Hak Kewarisan
Pada Karya Cipta Intelektual”. Jurnal tersebut mengkaji tentang hak
kewarisan pada hak cipta intelektual dalam kacamata hukum Islam dan
hukum positif. Jenis penelitiannya normatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dalam kacamata hukum Islam hak cipta intelektual
dilihat sebagai harta yang merupakan kekayaan yang muncul dari
kemampuan intelektual seseorang. Maka dari itu, hak cipta intelektual
bisa diwariskan. Hukum positif mengkategorikannya sebagai hak cipta
intelektual yang dapat diwarisi dan diwariskan dalam bidang hukum
perdata.'! Persamaan penelitian Hamsidar dengan penelitian ini, yakni
sama-sama membahas tentang kewarisan pada hak kekayaan non fisik.
Perbedaannya penelitian tersebut mengkaji kewarisan hak cipta
intelektual secara global dalam kacamata hukum Islam dan hukum
positif sedangkan penelitian ini mengkaji salah satu produk karya cipta
intelektual dalam dalam hal pembagian royalti dan pengelolaannya

berdasarkan tinjauan hukum positif saja.

" Hamsidar Hamsidar, “Hak Kewarisan Pada Karya Cipta Intelektual,” Al-Bayyinah: Journal of
Islamic Law 6, no. 1 (June 1, 2017): 59-74.
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Adelia Permatasari dan Rakhmita
Desmayanti berjudul "Proses Pemberian Royalti kepada Ahli Waris
(Papa T Bob) Berdasarkan Hukum Hak Cipta." Jurnal ini mengkaji
mekanisme pemberian royalti kepada ahli waris pencipta lagu (Papa T
Bob) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa, menurut hukum hak cipta, mekanisme
pembagian royalti dikelola melalui Lembaga Manajemen Kolektif yang
mendistribusikannya kepada pemegang hak cipta. Penelitian yang
dilakukan oleh Adelia Permatasari dan Rakhmita Desmayanti memiliki
beberapa kesamaan dengan penelitian ini, yaitu keduanya membahas
mekanisme pewarisan royalti dari hak milik nonfisik kepada ahli waris,
dengan menggunakan hukum hak cipta sebagai pedoman. Perbedaannya
adalah penelitian tersebut menggunakan penyanyi Papa T Bob, yang
memproduksi lagu, sebagai objek penelitian, sementara penelitian ini
menggunakan YouTube sebagai objek penelitian.'?

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Sapi'i, mahasiswa UIN Sunan
Gunung Djati Bandung, berjudul "Pengalihan Kepemilikan Lisensi Hak
Kekayaan Intelektual Menurut Hukum Waris Islam dan Prospeknya
bagi Pembangunan Hukum Nasional", mengkaji hukum pengalihan

lisensi HKI melalui asas hukum Islam, norma hukum Islam, asas hukum

12 Adelia Permatasari and Rakhmita Desmayanti, “Proses Pemberian Royalti Kepada Ahli Waris
(Papa T Bob) Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta,” Reformasi Hukum Trisakti 3, no. 3
(2021): 472-81.
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Islam terkait perizinan, HKI, hak-hak dalam hukum Islam, hukum
properti, dan hukum waris. Penelitian ini tergolong penelitian hukum
normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum akad tarkhis
sama dengan hukum ijarah, yaitu masyru'. Penelitian Mohamad Sapi'i
memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu keduanya membahas
tentang pewarisan hak kekayaan intelektual. Perbedaannya adalah
penelitian tersebut berfokus pada pengalihan kepemilikan lisensi HKI
berdasarkan hukum waris Islam, sementara penelitian ini berfokus pada
mekanisme pendistribusian aset warisan berupa produk HKI

berdasarkan hukum positif dan hukum Islam."?

B. Kerangka Teori

1. Konsep Dasar Hak Cipta

Hak Cipta pada dasarnya telah dikenal sejak dahulu kala, akan
tetapi konsep hukum hak cipta baru dikenal di Indonesia pada awal
tahun 80-an. Setelah masa revolusi sampai tahun 1982, Indonesia masih
menggunakan  undang-undang pemerintah  kolonial = Belanda
"Auteurswet 1912" sampai Undang-Undang Hak Cipta pertama dibuat,
yaitu pada tahun 1982. Sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia

memunyai empat buah Undang-Undang yaitu UU No. 6 Tahun 1982,

13 Mohammad Sapi*i, “Peralihan Kepemilikan Lisensi Hak Kekayaan Intelektual Menurut Hukum
Waris Islam Dan Prospeknya Terhadap Pembinaan Hukum Nasional” (PhD Thesis, UIN Sunan
Gunung Djati Bandung, 2021), https://etheses.uinsgd.ac.id/47387/.
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UU No. 7 Tahun 1987, UU No.12 Tahun 1997, UU No. 19 Tahun 2002,

dan UU No. 28 Tahun 2014.

Pengertian atau konsep hak cipta menurut pasal 1 angka 1
Undang- Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah hak
eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan
atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak
mengurangi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Sedang- kan
menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak
cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam
bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta terbagi
menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi. Berikut ini akan
dijelaskan apa yang dimaksud hak yang dimiliki pencipta menurut

UUHC.

a. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu
hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap
ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat
dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak

cipta ataupun hak terkait telah dialihkan.
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Hak moral diatur di dalam pasal 5 (1) UUHC (pencantuman
nama dan hak atas perubahan hasil ciptaan). Secara historis,
hak moral berasal dari tradisi droit d'auteur (Perancis) yang
melihat kreasi intelektual sebagai sebuah perwujudan
semangat atau jiwa dari pencipta. Sedangkan negara Anglo
Saxon menganggap hak cipta dan hak terkait sebagai hak
kebendaan yang murni dan seder- hana yang dapat dibeli,
dijual, disewakan. Perbedaan persepsi inilah yang
membedakan perlindungan hukum terhadap hak moral di
Negara Eropa Kontinental dan Anglo Saxon. Negara Eropa
pada umumnya memberikan perlindungan yang kuat
sedangkan negara Anglo Saxon tidak seketat Negara Eropa
Kontinental.

. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau
pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi
dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang
lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak
ciptaannya. Hak ekonomi meliputi (pasal 9 ayat 1 UUHC):
penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala
bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian,
pengaransemenan, atau  pentransformasian  ciptaan,

pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan,
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pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, penyewaan
ciptaan.'*

2. Peralihan Hak Akun atas Kebendaan Melalui Pewarisan

Para ahli mendefinisikan hukum waris pada dasarnya sebagai
seperangkat aturan yang mengatur distribusi aset orang yang meninggal
kepada satu atau beberapa orang lainnya. Pada dasarnya, hukum waris
adalah mekanisme kontrol atas akibat hukum kematian seseorang
terhadap aset berwujud: pengalihan kekayaan ahli waris dan
konsekuensi hukum pengalihan ini bagi para ahli waris, baik dalam
hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dan pihak

ketiga.'®

Konsep ini membantu kita untuk menyadari bahwa masalah
warisan hanya ditangani dalam kasus kematian, aset yang ditinggalkan,
dan ahli waris. Mengenai aset yang ditinggalkan, hal itu diatur menurut
pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Segala
harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan
para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia
belum mengadakan ketetapan yang sah”.'¢ Aturan ini berarti bahwa, jika
seseorang meninggal, aset yang ditinggalkan akan menjadi warisan.

Warisan ini adalah kekayaan yang terwujud sebagai kompleks aset dan

14 Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Malang: Setara Press, 2017), 30.
15 Satrio, Hukum Waris, (Bandung: Penerbit Alumni,1992), HIm. 8
16 Pasal 874 KUHPER.
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kewajiban pewaris yang diwariskan kepada ahli waris. Akibatnya, dapat
dikatakan bahwa dalam kasus kematian, tidak hanya harta benda yang
diwariskan tetapi juga secara hukum mendistribusikan kewajiban
kepada ahli waris. Lebih jauh, yang dikecualikan dari hak dan kewajiban
yang mungkin diwariskan adalah beberapa hubungan hukum, yang,
meskipun memiliki nilai moneter dan karenanya mencerminkan hukum

properti, bersifat sangat pribadi.

Seiring dengan berkembangnya zaman, tidak dapat dipungkiri
bahwa terdapat berbagai macam penemuan yang diarahkan untuk
mempermudah kehidupan manusia. Salah satu perkembangan yang
paling signifikan dapat dikatakan terjadi dalam bidang teknologi
informasi dan komunikasi. Dalam hal ini, terkait dengan kekayaan,
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan
keberadaan dari objek yang berbentuk digital. Objek-objek yang
berwujud digital pun sudah sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
kita. Misalkan lagu, foto, program komputer, bahkan benda-benda
virtual seperti benda-benda yang digunakan dalam permainan daring,

media sosial, dan akun youtube.!”

Kebendaan digital tersebut dijelaskan oleh Abdul Salam dapat

berupa:

17 Abdul Salam, “Hukum Kebendaan Digital (Digital Property): Kajian Hukum Keperdataan
Terhadap Kebendaan Digital”, Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Depok, 2017, HIm. 300
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1. Kebendaan atau kekayaan dalam media sosial, misalkan
Facebook, linked In, Twitter, Instagram, Vine, MySpace,
Youtube, dan lain sebagainya;

2. Akun-akun terkait keuangan yang dilakukan secara daring,
misalkan akun-akun Bank secara online, uang elektronik,
PayPal, bitcoin, dan lain sebagainya;

3. Akun-akun terkait bisnis, misalkan pangkalan data
konsumen, pasien, dokter, catatan klien, dan lain sebagainya;

4. Alamat internet atau situs web, misalkan domain name, situs,

blog,dan Kebendaan virtual.

Kebendaan digital yaitu bagian dari kekayaan seseorang
yang dapat menjadi warisan apabila orang tersebut meninggal dunia.
Mengenai aset-aset tersebut, perlu ditelaah lebih lanjut apakah layak
untuk diwariskan atau tidak. Akun sendiri dapat dikatakan unik,
karena terdapat pengaturan yang berbeda-beda pada setiap akun
yang dirilis oleh setiap penyedia layanan. Peraturan tersebut dapat
dikenal dengan nama Terms of Service, End User License
Agreement, Privacy Policy, dan sebutan lainnya. Keunikan tersebut
menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam hal pewarisan.'®
Hal ini dikarenakan penyedia layanan ingin menghargai privasi

pemilik akun, sedangkan ahli waris ingin menjalankan hak

18 Chris Bratt, “Here’s a Thing: What happens to your Steam account when you die?”
https://www.eurogamer.net/articles/2017-10-06-what-happens-to-your-steam-account-when-you-
die diakses 22 Mei 2025.
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warisnya. Misalnya, Steam (penyedia layanan gim daring) melarang
pengguna layanan untuk memberikan akunnya kepada orang lain
meskipun dalam bentuk warisan, kecuali yang diizinkan oleh Steam.
Meskipun pada kenyataannya, seseorang dapat saja memberikan
detail untuk dapat mengakses akunnya kepada orang lain.

Secara hukum, hal ini seharusnya tidak terjadi. Hal ini terjadi
karena tidak ada yang mengikat akun tersebut dengan pemiliknya.
Pemilik akun hanya dapat dihubungkan dengan email yang
digunakan untuk pendaftaran penyedia layanan. YouTube
memungkinkan seseorang untuk memperoleh kekayaan. Untuk
beberapa tujuan, termasuk membiarkan iklan berjalan pada video
yang diunggah pengguna, YouTube menciptakan peluang finansial
dalam bentuk tertentu. Dengan perhitungan sekitar $2 untuk 1000
penonton, Felix Kjellberg, pemilik akun YouTube bernama
Pewdiepie, dapat menghasilkan setidaknya $20.000 untuk setiap
video yang diunggahnya. Pendapatan yang diperoleh tidak sedikit
karena dihitung dari jumlah penonton. Akibatnya, sangat mungkin
sebuah video akan tetap populer bahkan jika pengunggahnya
meninggal dunia.

Mewariskan akun YouTube tersebut dimungkinkan oleh
pihak YouTube melalui mengisi formulir yang terdapat pada

https://support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590?visit

1d=637182835440294824-4256508408&hl=1d&rd=2#ts=6357586.
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Hanya saja, terhadap formulir tersebut tetap akan menjadi keputusan
dari pihak YouTube untuk memberikan akses atau tidak, walaupun
dalam pengisian formulir tersebut sudah disertakan surat kematian
dari pemilik akun. Jika melihat sepintas berbagai jenis penyedia
layanan di atas, jelas terlihat bahwa pewarisan dari beberapa jenis
akun sangat dibutuhkan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat
mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat pewarisan
suatu akun.'’

Hukum Indonesia sendiri tidak secara khusus membahas
objek digital. Objek digital memiliki dasar hukum meskipun hukum
objek di Indonesia tidak memiliki kendali yang jelas terhadapnya.
Dalam buku "Hukum Perdata: Hukum Objek," Sri Soedewi juga
berpendapat bahwa objek itu sendiri harus melihat perubahan
hukum di masa depan daripada hanya terdiri dari komoditas dan hak
aktual. Mengenai definisinya, objek digital sebagai bagian dari
objek memiliki sudut pandang yang berbeda. Joshua A. T. Fairfield
membahas hal-hal digital dalam konteks ini dalam hal properti
virtual. Properti virtual, katanya, adalah kode dengan fitur yang
kompetitif, abadi, dan terkait yang lebih menyerupai tanah atau
barang bergerak daripada sebuah konsep. Pengfei Ji, di sisi lain,

mengklaim bahwa properti virtual adalah semua jenis sumber

! Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, cet. Ke 2, (Bandung: PT.
Refika Aditama, 2007), HIm. 81
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pengetahuan yang ditemukan di dunia nyata tetapi sebagian besar
dikendalikan oleh orang-orang dengan cara yang cukup otonom.?’

Dalam pengertian yang lebih umum, Rex M. Anderson
kemudian menjelaskan keberadaan aset digital yaitu, aset berwujud
dan tidak berwujud yang disimpan secara digital dalam objek fisik,
serta aset yang hanya ada dalam bentuk digital. Namun, Laura
McCarthy mengklaim, aset digital adalah pengetahuan yang
disimpan di komputer atau teknologi serupa pada media tidak
berwujud. Abdul Salam kemudian, dengan cara yang sama,
berpendapat bahwa objek digital merupakan informasi elektronik itu
sendiri.’! Pengetahuan para profesional ini membantu seseorang
untuk menyadari bahwa, baik objek berwujud maupun tidak
berwujud yang dipegang atau disimpan dalam bentuk digital
semuanya adalah informasi berdasarkan pemahaman mereka.
Dalam pengertian ini, benda-benda digital juga memerlukan hak-
hak yang timbul dari penggunaannya.

Menurut Abdul Salam, benda digital memiliki beberapa
karakteristik, yaitu mudah, murah, dan cepatnya suatu benda digital
dapat diduplikasikan, mudahnya untuk merestrukturisasi benda
digital, dapat terdiri dari campuran berbagai unsur, dan terakhir

memiliki bentuk digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa benda

20 Pengfei Ji. “Discussion on Issues of Inheritance of Internet Virtual Property”. Modern Economy,
2015, hIm. 305
2 Ibid

27



digital memiliki implikasi yang lebih kompleks dibandingkan
dengan benda fisik. Berdasarkan sifat dan karakteristik dari benda
digital tersebut, benda digital dapat dimengerti memiliki berbagai
bentuk. Joshua A.T. Fairfield membagikan kebendaan virtual
menjadi akun email, website, Uniform Resource Locator (URI),
Chat Room atau ruang obrolan virtual, akun bank, akun media
online. Menurutnya macam-macam lain dari virtual property adalah
seperti item-item dalam permainan online, dan sebagainya.

Penulis akan memfokuskan pembahasan pada objek-objek
yang dibagi menjadi akun, objek virtual, dan objek daring
berdasarkan pembagian yang telah dijelaskan oleh para ahli dalam
pembahasan penelitian ini. Dalam situasi ini, akun mencakup
berbagai macam entitas, termasuk media sosial, permainan daring,
email, dan sebagainya. Pemisahan keberadaan akun dari objek-
objek virtual yang terdapat dalam akun tersebut yakni, dalam kasus
akun email yang berisi email-email di dalamnya menjadi hal yang
menarik, sehingga akun-akun dipisahkan. Pengguna memperhatikan
batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang
Layanan (Terms of Service, End User License Agreement, Privacy
Policy, dan sebagainya), sehingga mengikat keberadaan akun di

tangan pengguna dan penyedia layanan.

Dalam hal ini, objek virtual adalah segala jenis kekayaan atau

barang yang hanya dapat dilihat secara virtual; namun, objek virtual
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tidak menutup kemungkinan tindakan untuk menyimpan objek atau aset
tersebut secara fisik. Objek virtual dibatasi pada objek yang sudah
memiliki bentuk dan dapat dimiliki atau digunakan secara langsung
sesuai dengan tujuan penelitian ini. Meskipun barang-barang ini tidak
sulit untuk ditiru, keberadaannya yang dapat digunakan secara langsung
memisahkan objek virtual dari objek daring. Semua barang yang
dipermasalahkan adalah barang yang digunakan dalam bentuk dan
untuk tujuan daring. Objek daring dalam konteks ini meliputi halaman
web, nama domain, URL, dan barang lain yang hanya dapat diakses dan

berguna untuk penggunaan online.

. Fatwa MUI

Fatwa MUI adalah sebuah hukum Islam yang dikeluarkan oleh
Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa ini merupakan pendapat
keagamaan atau keputusan hukum Islam yang menjawab berbagai
persoalan yang muncul di tengah masyarakat muslim Indonesia, baik
yang bersifat individual maupun kolektif. Fatwa MUI didasarkan pada
Al-Qur'an dan Hadis, serta mempertimbangkan ijma' (konsensus
ulama), qiyas (analogi), dan dalil hukum Islam lainnya yang relevan,

dengan tujuan memberikan pedoman hidup bagi umat Islam Indonesia.

Meskipun fatwa MUI bukan hukum positif yang mengikat
secara hukum negara, fatwa ini memiliki kekuatan moral yang kuat bagi

umat Islam di Indonesia dan sering kali menjadi rujukan dalam
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pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama
yang berkaitan dengan syariat Islam, seperti Undang-Undang Jaminan

Produk Halal dan Undang-Undang Perbankan Syariah.

Fatwa ditetapkan secara kolektif oleh Komisi Fatwa MUI
melalui proses musyawarah mendalam. Proses ini melibatkan kajian
terhadap sumber-sumber hukum Islam, pertimbangan kaidah ushul
figih, dan terkadang juga memperhatikan aspek kemaslahatan umum
(maslahah mursalah) serta maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat). Jika
terjadi perbedaan pendapat (khilafiyah) antar mazhab, Komisi Fatwa
akan berupaya melakukan tarjih (memilih pendapat terkuat) atau ijtihad

jama'i (ijtihad kolektif).*

4. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya
fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan
sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan
menggunakan pranata dan sarana hukum. Perlindungan hukum adalah
suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan

aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat

22 MUI-Majelis Ulama Indonesia, https://mui.or.id/ diakses pada 25 mei 2025
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represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka

penegakan peraturan hukum.

Secara Konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi
rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber
pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.
Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama
karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat
mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif,
disamping itu hukum juga memiliki kekuatan memaksa yang diakui
sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Perlindungan hukum

berhubungani secara signifikan dengan kepastian hukum.

Pengertian kepastian hukum secara umum adalah suatu keadaan
dimana perilaku manusia baik individu maupun kelompok dalam
masyarakat yang terikat dan berada dalam koridor yang telah digariskan
dan ditetapkan untuk aturan hukum yaitu perundang-undangan yang
berlaku. Hal ini sesuai dengan asas perlindungan hukum yang
menghendaki adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara
para pihak yang berhubungan. Pemerintah Indonesia bergerak dalam
rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan
mengeluarkan peraturan yang mengakomodasi hak-hak dan kewajiban

para pihak sebagai bentuk adanya kepastian hukum yang dalam
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praktiknya membutuhkan kesepakatan para pihak yaitu dengan

mengeluarkan undang-undang.
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BAB III
METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan langkah yang digunakan untuk
mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan mengolah data yang
dikembangkan untuk menguji kebenaran suatu penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu
penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Oleh
karena itu, penelitian ini termasuk penelitian yang dilakukan berdasarkan
atas keadaan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat yang
tujuannya bisa mengetahui kenyataan memperoleh data yang sesuai dengan
objek yang akan diteliti. Setelah bukti-bukti diperoleh akan analisis masalah
untuk mendapatkan jawaban dan penyelesaian dari objek yang diteliti.?

Penelitian ini dilakukan berdasarkan keadaan sebenarnya di
masyarakat, Kemudian, dilakukan analisis untuk mengumpulkan data yang
relevan dan diidentifikasi guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah.
Dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana praktik proses peralihan
hak akun atas kebendaan melalui pewarisan pada akun Youtube Fera
Queen.

B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah

pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan

2 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 93
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pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang
terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu,
dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum.?*

Penggunaan pendekatan penelitian sosiologis hukum dalam
penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana praktik
proses peralihan hak akun atas kebendaan melalui pewarisan pada akun
YouTube Fera Queen.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti untuk
memperoleh informasi atau data penelitian, Objek penelitian dalam
penelitian ini dilakukan pada Ahli waris akun YouTube Fera Queen.
https://youtube.com/@ferasally14?si=Q0ufyOozal Aa9pDB

D. Jenis dan Sumber Penelitian
1. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari
narasumber. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara
dengan ahli waris pada akun YouTube Ferra Queen.
2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang memberikan

penjelasan lebih dalam dari bahan hukum primer. Data sekunder

diperoleh dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

24 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 47
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Cipta, buku-buku, disertasi, tesis, skripsi, jurnal internasional, jurnal
nasional, dan hasil penelitian yang yang berbentuk laporan yang relevan

dengan penelitian.?

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangat diperlukan dalam mendapatkan

data dan sumber penelitian yang dapat menjadi penunjang pada penelitian

ini. Metode pengumpulan data tersebut, meliputi:

1.

Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data dengan
cara bertatap muka yang dimana pertanyaan diajukan secara langsung
kepada responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.?
Narasumber dalam penelitian ini adalah Iman Firmansyah selaku ahli
waris dari akun YouTube Fera Queen.

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dimana peneliti
mengumpulkan dan mempelajari data atau informasi yang diperlukan
melalui dokumen- dokumen penting yang tersimpan.?’” Dalam penelitian
ini teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi data dari

wawancara.

F. Metode Analisis Data

3 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media,

2021), 119

26 Djulaeka, Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Surabaya: Scorpindo
Media Pustaka, 2019) ,90

27 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Makasar: CV. Syakir Media Press,

2021),150
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Setelah data yang diperoleh dalam penelitian terkumpul, langkah

berikutnya adalah mengolah atau menganalisis data tersebut. Analisis data

merupakan tahap mencari atau menyusun secara sistematis data yang

diperoleh dan membuat ringkasan, sehingga dapat dipahami dan

temuannyadapat disampaikan kepada pihak lain dengan jelas.”® Menurut

Miles dan Hubarman yang dikutip dari skripsi miik Ajib Pradifta, terdapat

3 (tiga) tahapan untuk mengolah dan menganalisis data tersebut, antara

lain:?®

Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih unsur pokok,
memusatkan pada unsur yang penting, mencari tema dan pola,
menghilangkan yang tidak diperlukan. Pada penelitian ini, reduksi
penulis terhadap hasil wawancara pada ahli waris akun youtube Fera
Queen. Oleh karena itu, dengan cara ini data yang direduksi
memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti
mengumpulkan data tambahan dan mencarinya jika diperlukan.

Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan
dalam bentuk uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori, diagram,

dan lain- lain. Cara penyajian data yang paling sering digunakan dalam

28 Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan
Kalijaga, 2021) ,121
29 Ajib Pradita, “Pola Jaringan Sosial Pada Industri Kecil Rambut Palsu Di Desa Karangbanjar

Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga” (Undergraduate thesis, Universitas Negeri
Yogyakarta, 2013), https://eprints.uny.ac.id/18100/5/
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penelitian kualitatif adalah teks naratif. Dalam penelitian ini dilakukan
dengan menyajikan data hasil wawancara yang diringkas, kemudian
dianalisis sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

. Kesimpulan

Kesimpulan yang diharapkan dari penelitian kualitatif adalah
hasil baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Hasilnya bisa
berupa deskripsi atau gambar suatu objek yang sebelumnya remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti akan lebih jelas.
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BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Mengenai Akun YouTube Fera Queen

Menurut KBBI, akun adalah kontrol yang disiapkan oleh perusahaan
penyedia jasa internet untuk seseorang agar memperoleh fasilitas internet.
Di dalamnya terdapat nama pengguna, hak untuk menggunakan sistem
daring dan kata sandinya. Pengambilalihan YouTube oleh Google
mengakibatkan penggabungan akun Google dengan akun YouTube yang
semulanya berdiri sendiri. Ketika seseorang sudah memiliki akun Google
artinya dia sudah sekaligus memiliki akun Youtube dengan sendirinya.
Akun Google menjadi kunci untuk memasuki layanan-layanan Google
seperti Youtube, Google Play, dan lain sebagainya.

Youtube adalah aplikasi yang digunakan untuk melihat video yang
di sebar oleh orang lain. Youtube merupakan situs web yang digunakan
untuk berbagi video. Penggunanya dapat melihat video seperti video klip,
film, atau video-video pengalaman pribadi yang di wupload oleh
penggunanya. Youtube sebenarnya masih bisa diakses di beberapa browser
meskipun tanpa akun, akan tetapi fitur yang dinikmati terbatas hanya untuk
menonton video saja. Sedangkan ketika login dengan akun Youtube,
pengguna dapat menikmati banyak fitur Youtube seperti menyukai video,
Subscribe (mengikuti) Channel, menyimpan favorit, riwayat tontonan,

melaporkan video dan tonton nanti. Video yang ditonton, diikuti dan disukai
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akan direkomendasikan Youtube dan sering ditampilkan di beranda laman

pengguna Y outube.

. Praktik Proses Peralihan Hak Akun atas Kebendaan Melalui

Pewarisan pada Akun Youtube Fera Queen Ditinjau Menurut Hukum
Positif di Indonesia

Pembahasan mengenai Youtube tidak dapat dilepaskan dari hak
cipta, karena youtube merupakan salah satu objek dari hak cipta. Hak cipta
merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta untuk memperbanyak atau
menyatakan ciptaannya yang secara otomatis melekat sejak dihasilkannya
suatu ciptaan tanpa pengurangan pembatasan sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan youtube, maka hak cipta
secara otomatis melekat pada video yang dibuat dan diunggah di Youtube,
sejak pertama kali karya tersebut diwujudkan. Namun tidak semua video
yang diunggah di Youtube dapat melekat hak cipta, melainkan hanya video
yang telah lolos seleksi orisinalitas dari pihak Youtube. Salah satu fitur yang
digunakan oleh Youtube dalam mengetahui sebuah video adalah video asli
yang dibuat oleh Penciptanya dan bukan video orang lain yang diunggah
ulang adalah dengan menggunakan Content ID. Jadi ketika sebuah video
diunggah ulang oleh Youtuber lain maka video tersebut akan langsung
terdeteksi melalui Content ID. Video yang terdeteksi oleh Content ID

sebagai video milik orang lain akan dikenai pelanggaran hak cipta.
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Sebagaimana hasil wawancara terhadap ahli waris akun YouTube
Fera Queen, penulis dapat membahas praktik proses ini dari beberapa
prespektif kunci:*
1. Inisiatif dan Kesadaran Ahli Waris sebagai Pemicu Utama

Menurut Iman Firmansyah selaku ahli waris akun YouTube Fera
Queen mengatakan:

“Langkah pertama yang saya lakukan adalah mencari tahu
kebijakan YouTube terkait pewarisan akun. Saya mencoba
mencari informasi di pusat bantuan YouTube, dan ternyata
memang ada prosedur khusus untuk kasus seperti ini. Intinya,
saya harus membuktikan bahwa saya adalah ahli waris yang sah
dan memiliki hak untuk mengelola akun tersebut.”

Praktik awal dari proses peralihan hak ini tidak dimulai dari
pihak platform, melainkan dari inisiatif ahli waris. Iman Firmansyah dan
keluarga menyadari nilai akun YouTube Fera Queen, baik secara
sentimental sebagai peninggalan mendiang, maupun potensi nilai
ekonomis dan sosialnya. Kesadaran ini menjadi pemicu bagi mereka
untuk mencari tahu dan memulai proses. Tanpa kesadaran ini, akun bisa
saja terbengkalai atau bahkan hilang aksesnya. Ini penting bahwa dalam
praktik pewarisan digital, peran aktif ahli waris sangat krusial, terutama
karena aset digital tidak memiliki bentuk fisik yang otomatis terlihat

atau terdaftar dalam daftar warisan tradisional.

2. Ketergantungan pada Kebijakan Platform dan Prosedur yang Tersedia

30 Iman Firmansyah, Ahli Waris Akun YouTube Fera Queen, wawancara (malang, 17 maret 2025)
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Praktik proses peralihan hak ini sangat bergantung pada
kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh platform YouTube.
Iman Firmansyah secara proaktif mencari informasi di pusat bantuan
YouTube, yang menunjukkan bahwa platform tersebut telah
mengantisipasi dan menyediakan jalur bagi kasus pewarisan. Ini adalah
praktik positif dari penyedia layanan digital yang mengakui status akun
sebagai "kebendaan" atau aset yang dapat diwariskan. Tanpa adanya
kebijakan ini, ahli waris akan kesulitan untuk mendapatkan akses dan
kontrol legal atas akun.

. Pembuktian Legal sebagai Pintu Gerbang Akses

Menurut Iman Firmansyah selaku ahli waris akun YouTube Fera
Queen mengatakan:

“Yang paling penting adalah dokumen-dokumen resmi yang
menunjukkan status saya sebagai ahli waris. Termasuk akta
kematian Fera, Kartu Keluarga, dan surat keterangan waris dari
kelurahan atau notaris yang menyatakan bahwa saya adalah ahli
waris tunggal atau salah satu ahli waris yang berhak mengelola
akun tersebut. Selain itu, saya juga diminta melampirkan bukti
kepemilikan akun sebelumnya, seperti alamat email yang
terhubung dengan akun, nomor telepon, atau data lain yang bisa
menguatkan bahwa akun itu memang milik mendiang Fera.”

Aspek praktik yang paling krusial adalah pembuktian legalitas
ahli waris. YouTube, memerlukan validasi yang kuat untuk mencegah
penyalahgunaan atau klaim yang tidak sah. Dalam kasus Fera Queen,
praktik ini melibatkan pengajuan dokumen-dokumen resmi seperti akta

kematian, kartu keluarga, dan surat keterangan waris. Selain itu, bukti-

bukti digital kepemilikan akun sebelumnya (email, nomor telepon) juga
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diminta. Praktik ini menunjukkan bahwa meskipun asetnya digital,
proses legalitasnya masih sangat mengandalkan dokumen fisik dan
prosedur hukum yang biasa. Kelengkapan dokumen dari pihak ahli
waris menjadi penentu kelancaran proses ini.

. Responsivitas dan Dukungan dari Pihak Platform

Menurut Iman Firmansyah selaku ahli waris akun YouTube Fera
Queen mengatakan:

“Prosesnya bisa dibilang cukup lancar. Pihak YouTube cukup

responsif dalam memberikan panduan dan memproses dokumen

yang kami kirimkan. Tidak ada kesulitan, asalkan semua
dokumen yang diminta lengkap dan sah.”

Iman Firmansyah menyebutkan bahwa pihak YouTube cukup
responsif dalam memberikan panduan dan memproses dokumen.
Praktik responsivitas ini sangat membantu ahli waris yang mungkin
sedang dalam masa berduka dan tidak familiar dengan proses digital.
Dukungan ini meminimalkan hambatan birokratis yang bisa
memperburuk situasi emosional ahli waris. Ini menunjukkan praktik
customer service yang baik dari platform dalam menangani isu sensitif

seperti pewarisan.

Pemberian Kontrol Penuh Pengelolaan

Menurut Iman Firmansyah selaku ahli waris akun YouTube Fera
Queen mengatakan:

“Setelah verifikasi selesai, pithak YouTube memberikan hak

akses penuh kepada saya atas akun Fera Queen. Ini berarti saya

bisa mengelola akun tersebut, termasuk mengunggah konten
baru, membalas komentar, atau bahkan melakukan monetisasi
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jika kami berencana melanjutkannya. Intinya, kontrol penuh atas
akun kini ada di tangan saya sebagai ahli waris.”

Setelah proses verifikasi selesai, praktik YouTube adalah
memberikan hak akses penuh kepada ahli waris. Ini berarti ahli waris
memiliki otonomi penuh untuk mengelola akun, termasuk mengunggah
konten, membalas komentar, hingga memutuskan nasib monetisasi.
Praktik ini menegaskan bahwa transfer hak kepemilikan atas aset digital,
dalam kasus ini, sama komprehensifnya dengan transfer hak atas aset
fisik.

Pertimbangan Benar atau Tidaknya dalam Pengelolaan Lanjutan

Praktik selanjutnya setelah peralihan hak adalah keputusan
mengenai pengelolaan akun di masa depan. Dalam kasus Fera Queen,
pertimbangan utama bukan semata-mata aspek monetisasi, melainkan
menjaga kenangan dan karya mendiang. Ini menyoroti bahwa
"kebendaan" digital seperti akun YouTube seringkali memiliki nilai
sentimental yang melampaui nilai ekonomisnya. Praktik pengelolaan
selanjutnya akan sangat dipengaruhi oleh tujuan dan nilai-nilai yang
dipegang oleh ahli waris.

Pentingnya Wasiat Digital sebagai Upaya Pencegahan

Menurut Iman Firmansyah selaku ahli waris akun YouTube Fera
Queen mengatakan:

“Penting sekali untuk mulai memikirkan perencanaan pewarisan

akun digital sejak dini. Sama seperti aset fisik, akun digital juga

punya nilai dan bisa jadi peninggalan. Ada baiknya
mempersiapkan semacam wasiat digital atau setidaknya
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memberitahu orang terdekat siapa yang berhak mengelola akun-
akun penting kita jika sesuatu hal terjadi. Ini akan sangat
membantu ahli waris dalam mengurus proses peralihan dan
memastikan akun tersebut tetap terkelola dengan baik sesuai
keinginan pemiliknya. Jangan sampai diabaikan, karena
prosesnya bisa jadi panjang dan rumit jika tidak ada persiapan.”
Pengalaman ini secara jelas menunjukkan pentingnya praktik
perencanaan warisan digital atau "wasiat digital". Iman Firmansyah
secara jelas menyarankan agar pemilik akun penting memberitahukan
ahli waris atau orang terdekat mengenai keberadaan akun dan pilihan
pengelolaannya. Upaya pencegahan ini dapat menyederhanakan proses
secara signifikan, mengurangi beban ahli waris, dan memastikan bahwa
keinginan pemilik akun asli dapat terpenuhi.
Secara keseluruhan, praktik proses peralihan hak akun YouTube
Fera Queen melalui pewarisan menunjukkan bahwa meskipun mekanisme
legal dan prosedurnya ada, keberhasilannya sangat bergantung pada
kesadaran dan inisiatif ahli waris, kelengkapan dokumen legal, serta
responsivitas platform. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana aset
digital, yang sebelumnya mungkin belum banyak dipikirkan dalam konteks
warisan, kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari "kebendaan" yang
dapat beralih tangan sesuai hukum waris.
Tata cara pengaturan hukum hak milik yang ditetapkan dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata II adalah sistem tertutup, sehingga tidak

memungkinkan orang untuk mendirikan hak milik baru di luar yang telah
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ditetapkan oleh undang-undang.’! Namun, kemajuan teknologi yang pesat
telah melahirkan berbagai objek hukum baru. Oleh karena itu, berbagai
upaya telah dilakukan untuk menemukan kembali konsep objek melalui
peraturan perundang-undangan di Indonesia guna memenuhi kebutuhan
masyarakat akan kepastian hukum mengenai perkembangan jenis objek
baru. Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) yang mengklasifikasikan hak cipta, paten, merek, rahasia dagang,
desain tata letak sirkuit terpadu sebagai objek jelas menunjukkan salah satu
upaya untuk menyegarkan konsep objek. Lebih lanjut, dalam
perkembangannya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 melahirkan ide baru
tentang objek, di mana "informasi" lahir sebagai konsep tentang benda.
Informasi berbasis elektronik, terkadang disebut sebagai informasi
elektronik, muncul seiring dengan kemajuan teknologi.
Pasal 1 angka 1 UU ITE secara jelas mendefinisikan informasi
elektronik sebagai berikut:
“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik
(electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf,
tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah
yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.”>?

Informasi elektronik dan aset digital merupakan kumpulan data

dalam bentuk digital yang tersimpan dalam media elektronik, maka

31 Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, Ed. 1 Cet, 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), HIm.39
32 Santi Dewi, “Pewarisan Aset Digital Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Amerika Serikat”,
Jurnal IImiah, HIm.5
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informasi elektronik dan aset digital dapat dikaitkan satu sama lain.>* Hal
ini sesuai dengan pandangan Abdul Salam bahwa aset digital pada
hakikatnya adalah pengetahuan elektronik itu sendiri. Salah satu jenis aset
digital adalah akun YouTube. Klasifikasi dan penilaian perdata atas definisi
objek baik berdasarkan Pasal 499 KUH Perdata, peraturan perundang-
undangan, maupun pendapat ahli membantu seseorang untuk menentukan
apakah akun YouTube memenuhi syarat sebagai suatu barang.

Akun Youtube telah memenuhi unsur-unsur kebendaan, sehingga
terhadapnya berlaku ketentuan hukum benda dengan dasar analisis sebagai
berikut:

1. Segala sesuatu yang dapat dilekati dengan hak milik atau dapat
dikuasai. Definisi dari hak milik diatur dalam Pasal 570
KUHPerdata yang pada pokoknya mendefinisikan hak milik
sebagai hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa
dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya,
asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari
segi kepemilikannya, hak kepemilikan terhadap akun media
sosial YouTube pada dasarnya secara teknis melekat pada
pemilik sejak saat ia membuat dan menguasai akun tersebut
dengan menggunakan sistem username dan password yang

hanya dapat diakses oleh pemilik akun saja.

3 Nicolas Mario Gunawan, Pewarisan Akun Digital, Iex Patrimonium, Vol. 1 No. 1 (2022), HIm.7.
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2. Benda berwujud atau benda tidak berwujud. Akun YouTube dan
Instagram dapat diakses melalui media elektronik manapun, baik
itu melalui smartphone, laptop, dan berbagai media lainnya
tanpa mengubah bentuk atau muatan dari akun media sosial itu
sendiri. Maka dari itu, akun YouTube dapat diidentifikasi
sebagai suatu benda bergerak karena dapat berpindah atau
dipindahkan sebagaimana karakteristik dari benda bergerak
dalam KUHPerdata dengan menggunakan username dan
password. Bentuk akun YouTube yang berbasis digital
mengindikasikan bahwa akun YouTube tidak memiliki bentuk
fisik yang dapat disentuh pancaindera manusia seperti ciri benda
tidak bertubuh dalam Pasal 503 KUHPerdata. Pasal 1 angka 19
PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem
Elektronik mendefinisikan barang digital sebagai berikut:
“Barang digital adalah setiap barang tidak berwujud yang
berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang
merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang
yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi
tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan/atau data
elektronik.” Berdasarkan pasal tersebut, maka akun YouTube

selaku aset digital atau informasi elektronik merupakan suatu
benda yang dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud.

Dalam perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
pada dasarnya akun YouTube dan Instagram tidak dapat
dilepaskan keterkaitannya dengan hak cipta karena konten

ciptaan pemilik yang diunggah di dalam akun merupakan hasil
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dari kekayaan intelektual manusia dalam bentuk karya
sinematografi, karya fotografi, maupun lagu atau musik. Hak
Cipta dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-
Undang Hak Cipta. Selain itu, dilansir dari CNN Indonesia,
Presiden Jokowi melalui PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang
Ekonomi Kreatif telah memberikan izin dijadikannya akun
YouTube beserta konten di dalamnya selaku objek hak cipta
untuk dapat dijadikan sebagai jaminan utang.’** Hal ini
menunjukkan bahwa akun YouTube beserta konten di dalamnya
diakui sebagai suatu objek hak cipta. Berdasarkan uraian di atas,
maka akun YouTube dan Instagram telah memenuhi unsur
benda tidak berwujud.

3. Dapat dialihkan kepemilikannya. Suatu hak milik terhadap
benda dapat diperoleh melalui beberapa cara, seperti
pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat
waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun
menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan
sebagaimana diatur dalam Pasal 584 KUHPerdata. Akun
YouTube berpadu dengan konten di dalamnya merupakan objek
hak cipta yang dapat beralih atau dialihkan, baik itu melalui

pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, ataupun

34 Nicolas Mario Gunawan, Pewarisan Akun Digital, Iex Patrimonium, VoI. 1 No. 1 (2022), 7
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sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan.* Oleh karena itu, akun Youtube dan Instagram telah
memenuhi unsur benda berupa dapat dialihkan kepemilikannya.
4. Akun Youtube dapat dikatakan mengandung nilai ekonomis
ketika didalamnya termuat video atau konten yang
mendatangkan pengikut dan penonton dalam jumlah besar,

sehingga dapat menarik pengiklan berbayar.

Beberapa pasal yang berkaitan dengan waris yang terdapat pada
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di antaranya adalah Pasal 16 ayat
2, Pasal 19, Pasal 96, Pasal 98, dan Pasal 115. Pada Pasal 16 ayat 2
dipaparkan bahwa objek hak cipta dapat dialihkan melalui beberapa cara di
antaranya hibah, wasiat, pewarisan, perjanjian tertulis, wakaf, ataupun
sebab lain yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Pada
bagian penjelasan pasal dikemukakan bahwa “peralihan” yang dimaksud
pada Pasal 16 ayat 2 adalah berupa hak ekonomi, bukan hak moral. Hak
moral tetap melekat pada diri pencipta. Dalam ayat tersebut juga dinyatakan
bahwa peralihan dapat berupa keseluruhan ataupun sebagian dari hak
ekonomi berupa hak cipta yang diperoleh dari objek hak cipta.’® Peralihan
terhadap objek hak cipta berupa akun YouTube harus dilakukan secara jelas

dan tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa

35 Muchtar A.H. Tabetubun dan Sabri Fataruba, “Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut
Hukum Perdata”, Jurnal Sasi, Vol. 22 No. 2 (2016), HIm.4.
% Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
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dikemudian hari. Peralihan secara tertulis dapat dilakukan melalui notaris
agar memperoleh kekuatan hukum yang lebih kuat.

Pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa apabila tidak ada pernyataan atau
surat terlebih dahulu dari Pencipta yang telah meninggal, maka hak cipta
akan langsung beralih kepada penerima wasiat atau ahli warisnya.>” Hak
ekonomi berupa nilai manfaat yang akan diperoleh ahli warisnya adalah
seluruh royalti dari akun YouTube yang diuangkan tersebut apabila ahli
waris semasa hidupnya tidak memutuskan untuk mengalihkan akun tersebut
baik dalam bentuk wasiat maupun yang sejenisnya. Pasal 1 menyatakan
bahwa pengumuman yang dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk
elektronik maupun non-elektronik agar orang lain dapat mengetahui adanya
suatu ciptaan.

Pasal 19 ayat 2 meneruskan ketentuan dalam ayat sebelumnya yang
menyatakan bahwa apabila perolehan hak tersebut dilakukan secara
melawan hukum, maka ketentuan dalam ayat 1 berupa pengalihan objek hak
cipta pada ahli waris tidak berlaku.*® Pasal 1365 KUH Perdata:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena
kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Pasal tersebut mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai
perbuatan yang mengandung unsur perbuatan yang melanggar peraturan

perundang-undangan yang berlaku, terjadinya kesalahan dan kerugian yang

37 Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
38 Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
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ditimbulkan, serta pelaku perbuatan harus mengganti kerugian tersebut.*
Dalam hal ini, perbuatan melawan hukum dapat berupa manipulasi dalam
pengalihan hak cipta, pelanggaran hak cipta, atau perbuatan melawan
hukum dan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum dapat menjadi penyebab
terhambatnya pewarisan hak cipta. Pencipta adalah orang yang memimpin,
mengawasi, atau mendesain karya kreatif apabila akun Monetisasi YouTube
dikelola oleh beberapa orang, bukan hanya oleh satu orang. Dengan
demikian, seluruh hak cipta yang terkait dengan ahli waris dapat diwariskan
apabila statusnya adalah Pencipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.%°

“Pasal 33 Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri
yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai
Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh
Ciptaan. Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian
seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang
dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan
tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya. “

“Pasal 34 Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan
diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan
pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang
yang merancang Ciptaan.”

Apabila ahli waris dalam pengelolaan akun YouTube monetisasi
sebagai objek warisan sekaligus objek hak cipta mengalami kerugian, maka
kerugian tersebut yang berupa hak ekonomi dapat dilakukian Upaya Ganti
- 41

rugi.* Kerugian tersebut dapat berupa pelanggaran hak cipta yang

3 Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:
40 Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
41 Pasal 96 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

51



dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan konten akun ahli waris
tanpa izinnya. Namun karena kerugian ahli waris tersebut diakibatkan oleh
perbuatan melawan hukum, maka menurut Pasal 96 ayat 2 menyebutkan
bahwa ganti rugi harus dicantumkan dalam amar putusan pengadilan atas
perkara tindak pidana hak cipta. Adapun pembayaran ganti rugi yaitu paling
lama enam bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Terkait pewarisan akun YouTube, pengalihan hak cipta secara
hukum didasarkan pada klausa perundang-undangan, sehingga kepemilikan
hak cipta berpindah dari pewaris kepada ahli waris menurut hukum. Hak
ekonomi yang diwarisi oleh pewaris adalah hak cipta atas ciptaan yang
dinyatakan sebagai royalti dari hasil monetisasi yang dihasilkan dari konten
yang diunggah ke akun YouTube. Penerus harus memiliki akses ke akun
YouTube dengan mengetahui nama pengguna dan kata sandi akun tersebut
untuk memaksimalkan penggunaan hak ekonomi akun YouTube. Karena
kebijakan saat ini menghambat kemampuan pewaris untuk mengajukan
permintaan akses ke penyedia layanan jika mereka tidak memiliki akses, hal
ini akan menjadi tantangan. Oleh karena itu, disarankan untuk mewariskan
melalui surat wasiat yang memberikan instruksi tentang cara mengaksesnya
dengan mencantumkan login dan kata sandi untuk akun tersebut sehingga
mencegah masalah akses di masa mendatang.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
menjelaskan tentang jangka waktu perlindungan Hak Cipta secara spesifik

ke beberapa subjek hukum Hak Cipta, yaitu: Pertama, jangka waktu
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perlindungan Hak Cipta diberlakukan kepada Pencipta selama hidup
Pencipta dan terus berlangsung hanya sampai 70 tahun setelah ia meninggal
dunia. Kedua, jika Hak Cipta yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, maka
jangka waktu perlindungan Hak Ciptanya diberlakukan selama hidup
Pencipta yang terlama hidupnya dan terus berlangsung selama 70 tahun
sesudah ia meninggal. Ketiga, jika suatu ciptaan tidak dicantumkan sama
sekali nama Pencipta atau nama Pencipta tidak diketahui, maka jangka
waktu perlindungan Hak Cipta diberikan kepada suatu Badan Hukum
selama 50 tahun sesudah ciptaan itu diumumkan untuk pertama kalinya.

Mengingat perlindungan Hak Cipta juga dapat diberikan dengan
cara perlindungan hukum Hak Cipta terhadap ciptaan, maka perlindungan
hukum tersebut sama halnya dengan penegakan hukum terhadap setiap
pelanggaran atau terjadinya pembajakan atau penggandaan buku. Oleh
karena itu, perlindungan hukum Hak Cipta dilakukan dengan cara
memberikan sanksi pidana yang berat kepada pelaku, menuntut ganti
kerugian, dan menyelesaikan sengketa Hak Cipta yang dapat dilakukan
melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, atau lainnya sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta.

Apabila dilihat dari segi hak kepemilikannya, Pasal 16 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan
bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun

sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian, maupun sebab
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lain sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Dalam
pelaksanaannya, Hak Cipta yang beralih atau dialihkan karena pewarisan
terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang sehingga kepemilikan beralih
kepada ahli waris karena ketentuan undang-undang, beralih secara otomatis
sejak meninggalnya pemilik hak dan dapat juga dialihkan dengan Akta,
yaitu hibah, wasiat, dan wakaf pada saat pewaris masih hidup.

Dengan demikian, pengalihan Hak Cipta karena pewarisan mampu
mengalihkan secara keseluruhan terkait Hak Eksklusif yang terdiri dari Hak
Moral dan Hak Ekonomi Pencipta. Namun, Hak Moral yang telah diterima
oleh ahli waris hanya dapat dikelola dengan baik tanpa mengubah ciri khas
dari Pencipta. Pada umumnya, pelaksanaan Hak Cipta yang beralih atau
dialihkan karena perjanjian terjadi karena adanya keinginan dari pihak
ketiga untuk menikmati manfaat dari Hak Ekonomi atas karya ciptaan
Pencipta, melakukan penguasaan monopoli atas karya ciptaan, dan
melakukan eksploitasi atas karya ciptaan sesuai dengan Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan persetujuan
Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait.

Dengan begitu, maksud dan tujuan tersebut dapat dicatat dalam
suatu perjanjian tertulis atau Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual yang
terdiri dari Lisensi Biasa dan Lisensi Wajib. Agar pengalihan Hak Cipta
dapat dikatakan sah tetap mengikuti persyaratan sahnya suatu perjanjian
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat
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suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak
terlarang.”

Akan tetapi pengalihan Hak Cipta tersebut hanyalah Hak Ekonomi,
sedangkan Hak Moral tetap melekat pada diri Pencipta. Karena Hak Moral
tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup sesuai ketentuan yang

diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC).

C. Praktik Proses Peralihan Hak Akun atas Kebendaan Melalui
Pewarisan pada Akun YouTube Fera Queen Ditinjau Menurut Hukum

Islam

Ketentuan mengenai kewarisan berupa peraturan perundang-
undangan sampai saat ini masih belum ada, sehingga dalam hal kewarisan
umat islam berserta hakim di pengadilan agama di Indonesia merujuk pada
kompilasi hukum Islam. Setidaknya terdapat tiga unsur dalam proses waris-
mewarisi, yaitu pewaris, harta yang diwariskan dan ahli waris. Pewaris
harus dipastikan telah meninggal dunia baik secara de facto maupun de jure.
Secara de facto berarti pewaris telah meninggal dan dapat dipastikan dengan
kesaksian panca indra sedangkan secara de jure kematian pewaris
dibuktikan dengan putusan hakim di pengadilan.*?

Aset digital tetap merupakan aset berharga yang dapat diwarisi

seseorang. Meskipun tidak memiliki bentuk fisik pandangan ini didasarkan

42 Nana Lutfiana, “Analisis Yuridis terhadap Penolakan Penetapan Ahli Waris dalam Putusan
Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 0030/Pdt.P/2016/PA.Ngj” (Undergraduate Thesis, Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), 29.
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pada pengetahuan bahwa aset Islam adalah amanah yang harus dikendalikan
dan dibagikan sesuai dengan syariah. Dalam konteks pewarisan, aset digital
dengan demikian harus ditangani sama seperti aset fisik dengan
mempertimbangkan nilai dan kepemilikan hukumnya.*

Nilai-nilai Keadilan dan Perlindungan Hak Ahli Waris Baik hukum
positif maupun hukum Islam memiliki kesamaan mendasar dalam
menekankan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak ahli waris. Dalam
konteks hukum waris, kedua sistem hukum ini berupaya untuk memastikan
bahwa setiap ahli waris menerima bagian yang adil dari harta peninggalan.
Hukum positif di Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPer), mengatur pembagian warisan dengan prinsip
keadilan yang mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara
itu, hukum Islam juga menekankan keadilan dalam pembagian harta waris
berdasarkan ketentuan syariah, yang mengatur hak dan kewajiban setiap
ahli waris secara proporsional. Kedua sistem hukum ini berfungsi untuk
melindungi hak-hak individu, memastikan bahwa tidak ada ahli waris yang
dirugikan dalam proses pembagian.

Dalam hukum Islam, prinsip maqashid syariah juga mendukung
perlindungan hak-hak individu dan keadilan sosial, yang sejalan dengan
tujuan hukum positif. Hukum positif mengandalkan dokumen resmi dan

prosedur hukum yang ketat untuk menjamin kepastian hukum dan

43 Tagiyuddin, H. (2020). Hukum waris islam sebagai instrumen kepemilikan harta. Asy-Syari Ah,
22(1), 1-20. https://doi.org/10.15575/as.v22i1.7603
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perlindungan bagi para ahli waris. Sebaliknya, hukum Islam lebih bersifat
substantif dan berfokus pada prinsip-prinsip moral dan etika dalam
pembagian waris.

Hukum Islam memberikan ruang bagi musyawarah dan kesepakatan
di antara ahli waris, yang memungkinkan mereka untuk mencapai
kesepakatan yang adil tanpa harus terikat pada prosedur formal yang ketat.
Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam
mengakomodasi situasi dan kondisi yang berbeda, serta menekankan
pentingnya keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian harta waris.
Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan
substansi hukum, nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak ahli waris tetap
menjadi landasan yang sama dalam kedua sistem hukum ini.

Defenisi waris menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a
menekankan bahwa dalam kewarisan, harta harus dapat dipindahkan hak
kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris, dalam artian dapat diganti
nama pemiliknya. Untuk dapat dianggap sebagai objek waris dalam hukum
Islam, harta benda digital harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, harta
tersebut harus memiliki nilai ekonomi yang jelas dan dapat diukur. Kedua,
harta digital harus dapat dipindahkan kepada ahli waris. Ketiga, ada
kejelasan mengenai kepemilikan dan hak atas harta tersebut.

Sebelum harta waris dibagikan, hal pertama yang harus dilakukan
adalah ditunaikannya hak pewaris dan tanggungannya seperti pengurusan

jenazahnya, penyelesaian hutang piutang, penyelesiaan wasiat apabila ada,
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pemisahan harta bersama apabila yang meninggal salah satu dari pasangan
suami istri dan barulah harta yang tersisa dapat dibagi sebagai harta warisan.
Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam
pasal 175 tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris dan pasal 171 huruf
e tentang defenisi harta waris.** Sebagaimana kewarisan objek waris pada
umumnya, sebelum harta dibagikan ahli waris harus terlebih dahulu
memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 172-174.
Jika semua ahli waris ada di saat pembagian waris, maka menurut pasal 174
ayat 2 yang berhak mendapatkan waris adalah anak, ayah, ibu dari hubungan
nasab dan janda atau duda dari hubungan perkawinan.*

Apabila objek warisnya berupa akun youtube maka ahli waris akan
kesulitan untuk membagi sesuai kadar bagian masing-masing. Maka dari itu
kompilasi hukum Islam pasal 183 telah mengantisipasi persoalan tersebut
dengan cara kesepakatan perdamaian di antara para pihak.*® Meskipun
setelah kesepakatan perdamaian, hasil yang diperoleh adalah akun tersebut
diserahkan pada salah satu ahli waris beserta hak ekonomi yang melekat
padanya, hal itu diperbolehkan. Kebolehan tersebut belaku sepanjang
masing-masing ahli waris telah mengetahui kadar bagian sesungguhnya
yang mesti mereka peroleh dan kemudian menyepakati untuk diserahkan

akun youtube tersebut beserta royaltinya pada salah satu ahli waris terpilih.

44 Pasal 171 dan 175 Kompilasi Hukum Islam (1991).
4 Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (1991).
46 Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (1991).
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Namun apabila tidak terdapat kesepakatan antara ahli waris maka dapat
diajukan gugatan ke pengadilan.*’

Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum secara khusus mengeluarkan
fatwa komprehensif yang secara tegas mengatur perlindungan hukum bagi
ahli waris dalam pengalihan hak akun atas objek digital secara menyeluruh.
Namun, beberapa fatwa dan pandangan MUI terkait hak atas kekayaan
intelektual (HKI) dan harta dalam Islam dapat dijadikan dasar untuk
memahami pandangan MUI terkait masalah ini.

Dalam hukum Islam, segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi,
dapat dikuasai, dan dapat dimanfaatkan menurut syariat disebut harta (mal).
Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa
hak cipta merupakan huquq maliyyah (hak milik) yang dilindungi oleh
undang-undang. Hal ini menjadi dasar penting karena menunjukkan bahwa
sesuatu yang tidak berwujud secara fisik juga dapat dianggap sebagai
harta.*®

Meskipun MUI belum mengeluarkan satu fatwa pun yang secara
rinci mengatur tentang perlindungan hukum bagi ahli waris dalam peralihan
hak akun atas kebendaan digital, namun asas-asas yang terkandung dalam
fatwa MUI tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai harta, serta

pandangan umum tentang hukum waris Islam, menjadi landasannya. Jika

47 Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (1991).
48 Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta
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benda digital memiliki nilai ekonomi dan hak milik, maka pada prinsipnya

benda tersebut dapat diwariskan.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Berdasarkan pembahasan mengenai praktik proses peralihan hak
akun YouTube Fera Queen melalui pewarisan menunjukan bahwa
akun digital kini diakui sebagai kebendaan yang dapat diwariskan
menurut hukum positif di Indonesia. Meskipun YouTube adalah
platform digital, proses peralihan haknya sangat bergantung pada
inisiatif ahli waris untuk mencari tahu dan mengikuti kebijakan
platform. Pembuktian legalitas ahli waris melalui dokumen fisik
(akta kematian, surat waris) dan bukti digital (email, nomor telepon)
menjadi kunci utama bagi YouTube untuk memberikan akses penuh
kepada ahli waris. Secara hukum, akun YouTube memenuhi unsur-
unsur kebendaan karena dapat dilekati hak milik, dapat dikuasai,
merupakan benda tidak berwujud (informasi elektronik atau aset
digital), dan dapat dialihkan kepemilikannya melalui pewarisan.
Pewarisan hak cipta yang melekat pada konten YouTube
diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta, khususnya Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa hak
cipta (terutama hak ekonomi) dapat beralih atau dialihkan melalui
pewarisan. Hak moral tetap melekat pada pencipta. Meskipun
demikian, disarankan agar pemilik akun membuat wasiat digital

untuk mencantumkan instruksi akses (username dan password) guna
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mencegah masalah di masa mendatang. Perlindungan hukum hak
cipta juga mencakup sanksi pidana dan ganti rugi bagi pelanggaran.
Keseluruhan proses ini menegaskan bahwa aset digital semakin
menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan, dan pemahaman
tentang hukum positif serta kebijakan platform sangat penting untuk
memastikan peralihan hak yang lancar dan sah.

. Praktik peralihan hak akun YouTube Fera Queen melalui pewarisan,
jika ditinjau dari Hukum Islam, menunjukkan bahwa aset digital
diakui sebagai harta berharga yang dapat diwarisi. Meskipun tidak
memiliki bentuk fisik, pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa
aset dalam Islam adalah amanah yang harus dikelola dan dibagikan
sesuai syariah. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan
perlindungan hak ahli waris yang ditekankan baik dalam hukum
positif maupun Hukum Islam, meskipun dengan pendekatan yang
berbeda dalam implementasi dan prosedur.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), akun YouTube
dapat dianggap sebagai objek waris jika memenuhi kriteria:
memiliki  nilai  ekonomi yang jelas, dapat dipindahkan
kepemilikannya (dapat diganti nama pemilik), dan ada kejelasan
mengenai kepemilikan dan hak atas harta tersebut. Sebelum harta
waris dibagikan, penting untuk memenuhi hak-hak pewaris dan
tanggungannya terlebih dahulu, seperti pengurusan jenazah,

pelunasan utang-piutang, dan penyelesaian wasiat, sebagaimana
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B. Saran

diatur dalam Pasal 171 dan 175 KHI. Ahli waris yang berhak
menerima warisan juga harus memenuhi syarat yang ditetapkan
dalam KHI Pasal 172-174. Dalam kasus akun YouTube sebagai
objek waris, yang seringkali sulit dibagi secara fisik, KHI Pasal 183
memungkinkan adanya kesepakatan perdamaian di antara para ahli
waris. Ini berarti, akun YouTube beserta hak ekonominya (royalti)
dapat diserahkan kepada salah satu ahli waris setelah semua ahli
waris mengetahui bagian masing-masing dan menyepakatinya.
Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, permasalahan ini dapat
diajukan ke pengadilan sesuai dengan KHI Pasal 188. Secara
keseluruhan, Hukum Islam memberikan landasan yang kuat untuk
mengakui dan mengatur pewarisan aset digital seperti akun
YouTube, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan

perlindungan hak bagi setiap ahli waris.

Pemerintah seharusnya membentuk suatu aturan khusus yang
mengatur mengenai prosedur pewarisan terhadap aset digital.

Pemerintah seharusnya segera menyikapi permasalahan pewarisan
aset digital ini dengan terlebih dahulu mengadakan sosialisasi
mengenai pentingnya perencanaan terhadap keberlangsungan aset

digital ketika pemilik meninggal dunia.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Pertanyaan Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara

. Kita akan membahas topik yang cukup menarik dan mungkin masih baru bagi
banyak orang, yaitu proses peralihan hak akun YouTube Fera Queen melalui
pewarisan. Bisakah Anda ceritakan bagaimana awal mula proses ini terjadi?

. Langkah pertama apa yang dilakukan untuk mengklaim atau mengurus
peralihan hak atas akun YouTube ini?

. Prosedur atau dokumen apa saja yang diminta oleh pihak YouTube untuk
membuktikan klaim Anda sebagai ahli waris?

. Proses verifikasi dokumen-dokumen ini apakah berjalan lancar? Atau ada
kendala yang dihadapi selama proses?

Setelah dokumen diverifikasi, apa langkah selanjutnya? Apakah ada perubahan
hak akses yang diberikan oleh YouTube?

. Bagaimana rencana ke depan dengan akun YouTube Fera Queen ini? Apakah
akan dilanjutkan dengan konten-konten baru, atau lebih sebagai arsip
kenangan?

. Apapesan bagi para pemilik akun digital di luar sana, terutama akun yang sudah
memiliki banyak pengikut atau bernilai, terkait pentingnya perencanaan

pewarisan akun digital ini?
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Lampiran 2. Akun YouTube Fera Queen

= » YouTube

¥ Uianagd

Lainnya dari YouTube
> YouTube Premium

®  YouTubeSudio i Fera Queen
< A (@ferasally14 - 4,92 bscribe:

YouTube Music
Hi semua, saya fe en, saya sangat hobby menyanyi, dan dengar ..selengkapnya

#  YouTube Kids

= D
#3  Setelan —

dan 2 link lainnya

R Historilaporan Beranda Video Playlist Postingan

® Banwan

Terbaru Populer Terlama
[0 Kirim masukan .
] ¥ J
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F RITCEUERAYA T 59| 457
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CIPTAAN TERINDAH - FERAQUEEN :  CUKUP SITI NURBAYA - DEWA 19 - uptown funk - bruno mars (coverby :  habits (stay high) - tove lo ( cover

( OFFICIAL MUSIC VIDEO ) COVER BY FERA X FACTOR, RAY... Ferawatl xfactor Indonesla , Ray... by ferawati x factor indonesta feat...

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara
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: 083846604180
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